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RINGKASAN DAN SUMMARY

Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Kesaturan Republik
Indonesia (disingkat UUD 1945). UUD 1945 ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945.
Secara garis besar, UUD 1945 mempunyai dua periode berlakunya, yaitu periode pertama
dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 17 Desember 1949 dan periode kedua
dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Ini dikarenakan pada tanggal 18
Desember sampai dengan 4 Juli 1959 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang
kémudian diganti dengan undang-Undang Dasar Semestara.

UUD 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) negara, karena itu UUD 1945 dikatakan
sebagai landasan konstitusional Negara Kesaturan Republik Indonesia. Semua aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan pada UUD 1945.
Sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi, UUD 1945 menjadi sumber atau dasar
pembentukan hukum-hukum lain di bawahnya, yang menjadi hukum pelaksana dari UUD
1945. Karena itu, semua aturan hukum atau praktik kehidupan kenegaraan tidak boleh
meﬁyimpang atau melanggar UUD 1945,

Meskipun dalam penyelenggaran negara terjadi dinamika, namun UUD 1945
dipandang masih mampu memenuhi fungsinya sebagai landasan konstitusional. Pada awal
masa reformasi (tahun 1989) kehidupan bernegara mengalami gejolak, akibat dari
ketidakpuasan dengan praktik kekuasaan negara. Para pejabat negara, pejabat pemerintah,
bahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sasaran kritik dan tuntutan

masyarakat. Masyarakat mengkritik praktik kekuasaan negara yang dilakukan oleh pejabat
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dianggap diktator, tidak berpihak pada rakyat, dan menuntut perubahan mendasar tatanan
kehidupan bernegara. Tuntutan tersebut sulit dihindari, sehingga terjadilah perubahan pada
berbagai aspek kelembagaan dan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah perubahan atau amandemen UUD
1945. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999, perubahan kedua terjadi pada tahun
2000, perubahan ketiga terjadi pada tahun 2001, dan perubahan keempat terjadi pada tahun
2002. Akibat dari perubahan UUD 1945 ini maka terjadi pula perubahan pengaturan
lembaga negara, lembaga pemerinah, kekuasaan lembaga negara dan lembaga pemerintah,
hak azasi manusia, serta hak-hak rakyat. Perubahan UUD 1945 mengandung pengertian
perubahan landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun perubahan disambut baik untuk mengakomodasi perkembangan
kehidupan bernegara, namun masih menimbulkan pro dan kontra terhadap UUD 1945
sebagai landasan konstitusi. Sebagian komponen bangsa Indonesia menganggap perubahan
UUD 1945 sudah baik, tetapi sebagian komponen bangsa lainnya menghendaki agar UUD
1945 dilakukan perubahan kembali, karena dianggap belum memenuhi kebutuhan aspek
konstitusional. Namun, sampai dengan penelitian ini dilakukan, perubahan kembali tersebut
belum pernah dilakukan. Karena itu peneliti tertarik untuk merneliti semua aspek yang
diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan ini sebagai landasan konstitusional Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah apakah UUD 1945 telah
memenuhi kriteria sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Apakah.gagasan perubahan UUD 1945 merupakan gagasan yang perlu dilaksanakan?

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum tertulis (dokumenter) yang terdiri atas
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bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunduer

berupa doktrin atau teori hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Bahan

hukum tersebut dipelajari, diidentifikasi, klasifikasi, dan dianalisis untuk menjawab
permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, secara materi muatan, UUD 1945 telah memenubhi
kriteria konstitusi. Unsur-unsur materi muatan konstitusi telah terdapat di dalam UUD
1945. Pembagian kekuasaan, pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia, adanya
peradilan yang bebas atau mandiri, dan adanya pengaturan hubungan kekuasaan dengan
rakyat (masyarakat) yang dikuasai sudah diatur di dalam UUD 1945. Karena itu UUD 1945
sudah memenuhi aspek sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Meskipun demikian, beberapa materi mauatan konstitusi masih mengandung
permasalahan yang dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahan interpretasi. Beberapa
permasalahan tersebut adalah:

1. Terdapat lembaga negara yang bukan lembaga negara yang fundamental, yaitu Komisi
Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Keberadaan lembaga tersebut merupakan kelanjutan dari keberadaannya lembaga
kekuasaan kehakiman, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan pemerintahan. Karena itu
pengaturannya tidak perlu tercantun di dalam UUD 1945, melainkan cukup diatur di
dalam undang-undang.

2. Beberapa ketentuan mengenai kekuasaan legislatif, tugas Mahkamah Konstitusi, Dewan
Pertimbangan Presiden, dan pengaturan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 tidak

jelas dan rancu. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat tetapi
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lembaga ini tidak bisa membentuk undang-undang. Bahkan dalam hal ini, Peran
Presiden yang lebih manentukan bagi pembentukan undang-undang, karena Presiden
berperan membuat rancangan undang-undang, membahas dan memberi persetujaun
bersama rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang
menjadi undang-undang. Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah dalam kekuasaan
legislative juga tidak kuat, sehingga peranannya sangat tidak jelas. Mahkamah
Konstitusi mempunyai tugas yang melampaui hakekatnya sebagai pengadilan hukum
tata negara, karena Mahkamah Konstitusi diberi wewenang mengadili perbuatan pidana
dan perbuatan tercela. Padahal perbuatan pidana adalah ranah pengadilan umum yang
bermuara pada Mahkamah Agung. Perbuatan tercela merupakan perbuatan yang
melanggar etika, yang tidak diatur secara hukum dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perbuatan tercela Presiden atau

Wakil Presiden melampaui batasan mahkamah konstitusi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahinya, tangal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami pasang
surut penyelenggaraan negara. Pada awalnya, penyelenggaraan Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar
Negara‘ Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (disinngkat UUD 1945).
Landasan konstitusi ini tidak mampu bertahan lama, karena sejak 27 Desember
1949, UUD 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indoensia Serikat
(disingkat Konstitusi RIS 1949). Dengan perubahan tersebut, periéde tahun 1945

ssampai dengan tahun 1949 dikenal dengan sebutan periode pertama berlakunya

UUD 1945.

Pada awalnya Konstitusi RIS 1949 dianggap sebagai konstitusi yang
diterima sebagai landasan penyelenggaraan negara Indonesia. Dalam
kenyataannya, konstitusi tersebut hanya mampu bertahan delapan bulan, karena
sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku lagi,
dan diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (disingkat
UUDS 1950). Sama seperti Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 juga tidak mampu
bertahan lama, karena sembilan tahun kemudian, tepatnya sejak tanggal 5 Juli
1959, Negara Republik Indonesia menetapkan kembali berlakunya UUD 1945

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Berlakunya



